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NOMOR 3 TAHNUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / EEBERSIHA <

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mennnmbang s

BUPATT ROF.AN HHULL,

Lahwa  dalam - rangka wmendikimg — kelanearm pcl,ll";um_lan
Otonomi Dacrah yang luas nyata dan ber tanggun- jawab perly

- menggali  sumber  pendapatan  Daerah  unfuk e ningkatkan
' pem!:umhm asli daerah dalam menunjang Pembar :man Dacrah

tabupaten Rokan Hulu ;

bahwa untuk terciptanya kebersihan, terut::ia  dilokasi

permukiman - masyarakal perln adanya pel ayani ;- keversihan

.

Mengingat - : |

o

yang diber 1ktm oleh Pomm intah ;

bahwa  dengan (Iibuul umyn pelayanan kel - sihan  oleh
Pemerintah perlu dipangnt vetribusi: '

bahwa untuk memenuhi maksad humt‘_n diatas, pe. o ditetapkan
dalam suatu Peraturan Daerah ;

Undang —Uu(l'mg nomor 22 Tahun 1999 tentang !'emerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor ¢, Tambahan
Lembaran Negara Nowor 3839 ) ;

Undang-Uudanq Nomor 53 Talum 1999 tentang Pembentukan
Iabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hul, Kubupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, mubupnieu Karimn, Fabupaten
Natuny, ,.abupaten Fuantan singingi dan Kola Batam (

- Lembaran Nagara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3902} ;

Undzmg uidang Nomor, 34 T‘dnm 2000 tentang Perubahan
Undang- nndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Rertribugi Daeralis{ Lembaran Negara Tuhun 2600 Nomor
246, tambahan Lembaian Nenm.l Rq)nhhl\ Indonesin Nomor
49438 ),

Kepulusan  Presiden Nomer 44 Tahun 1999 tentung Teknis
Penyusunan - Perundang-  undangan  dan Bentuk Rancangan
Undang-  undang * Rancangan  Peraturan  Pemerintah  dan
Rancangan Feputusan Presiden ;

Feputwm - Menteri Nomor 84 tabuee 1993 tentane bentuk
Peraturan Dagrah dan Peraturan Daerah perubahan ;
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‘6_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Talun 1979 teatang Pényidik
‘Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daeral ;

7 Keplusan Menleri dolun Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24.

021 tanggal 29 Maret 2001 tentang pemberhentian dan Pengesahan
Bupati Rokan Hulu ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN 11 JL.U

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 7 | NTANG

RETRIBUSI PE!}SAMPMiAN / KEBERSIHAN.
© BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud deugan ;

2. Daerah adalah Kebupaten Rolcan Hulu,

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemeriufah Daerah Kabupaten Rokan = lu.
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif D: ¢ ah Kabupaten
Rokan Hulu. : : ' A

Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli berupa barang din jasa.

Kantor pengelolaan pasar dan kebersihan adalah kantor peng:lola pasar dan
kebersihan Kabupaten Rokan Hulu.

Sampah adalah benda — benda atan barang yang tidak berguna dan atau oleh
pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.

Retribusi jasa wnum adalah Retibusi / jasa / pelayanan yang disediakan atau
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepeniingan dan
pemantintan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan,

Wajib Refribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang - undangay diwajibkan untuk melalaukan pembayaran Retribusi,

termasnic Penngutan atan Pemotongan Relfribusi tertentu.
= ¢ i

Fas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu,

Surat Keputsan Retribusi Daeral, selanjutuya disingkat SKRD adalah Surat
ketetapan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang.
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. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjut disin:kat SKRDLB
adalah  Surat Keputusan yang menentukan Jumlah kelebilon pembayaran
refribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang ateu tidak seharus
terhutang, | '

m. Surat Tagilian' Retribusi Daerah, sclhnjutnya disingkat STRC adalali Surat
- unfuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi- administrasi berupa bunga
dan atan denda. :

n. Periksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mergumpulkas dan
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rang':a pengawasan
kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peratm an Perundang —
undangan yang berlaku, . B '

0. Penyidikun tinduk piduna dibidang retribusi adalah serangkaizn tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanutnya disebut

penyidik, unfuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dorgan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi serta menemulkan ‘e rsangka.

- BABII ,
NAMA OBYEK, SUBYEK DAN WAJIR RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dij gt Retribusi
Pelayanan persampahan / Kebersihan :

Pasal 3

Obyek Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah 1 layanan yang
disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Dacrah berupa pelayanan
persampzhan / Kebersihan untuk fujuan kepentingan dan kemanfa: 7+ umum serta
depat dinikmati oleh orang pribadi.

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas polayanan vang
disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Pelayanan
persampahan / Kebersihan.

Pasal 5

Wayjib Retribusi adalah orang pribadi dtau badan yang secars umum memanfaatkan
/ menikmati palayanan persampahan / kébersihan. -

~ BABIN .
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan persampshan / kebersihan termasuk jenis Retribusi Jasa
Pelayanan Umum. -
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BAB IV ‘
CARA MIINGUKUR TINGEKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunasn jasa pelaysnan persampahan/kebersihan diukir berdasarkan
pelayanan persampalian / kebersihan, :

» ~ DABV
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETR: B1SI

Pasal 8

Prinsip penctapan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihg @ adalah untuk

menggantikan biaya administrasi penggadaan, perawatan / pemelih:;aan alat dan
operasional serta biaya pembinaan,

Pasal 9
Struktur besar tarif Retribusi di tetapkan sebagai berikut :

a. di Ibu kota kabupaten
1. Pertokan

- dalamPasar ..........coooooviiiiii Rp. 4.0 ),/ Bulan
= di Pinggir jalan Umum ..., Rp. 6.00¢,-/ Bulan
2. Kedai/ kios ‘ _
* kA PREAL «civnunnrnnescovanemans dhresnsssmssss s Rp. 3.509,- / Bulan
- dipinggir jalanumum ..................coonl Rp. 4.0¢",-/ Bulan
3. Bangunan

- Kantor swastﬁ, bipskop taman hiburan,
restoran dun penginapan...............o.eeeeennl Rp. 7.5 -/ Bulan .

4. Kereta dorong yang berjualan dalam pasar

Diluar pasar dan di pinggir PRAE vutssmiitsiinne ....Rp. 2.00:0,-/ Bulan
& Ropmlitsigen. . . coonommasssmmassss i 1.500,-/Bulan
6. Kereta dorong/ dangau- dangau pada

Keramaian umim ................ T Pl «....Rp. 500,-/ Hari

b. di luar Ibu Kota Kabupaten

1. - Periokan
LT T — S M St SARSE Rp. 4.000,-/ Bulan

- di Pinggir jalan Umum .....0.......................Rp. 6.000,-/ Bulan

3. Kedai/kios

- dalam Pasar \.....oooooo Rp. 2.500,- / Bulan
- di pinggir jalan umum ..... A R Rp. 2.500,-/ Bulan
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. 3. Bangunan - ) o
, ' . = Kantor swasta, bioskop taman hiburan,
' restoran dan penginapan.......................... .Rp. 7.£00,-/ Bulan

4. Keretu dorong yang berjualan dnlam pasar
Diluar pasar dan di pinggir pasar .................... Rp. 1 500,/ Bulan

: i
5. Kereta dorong/ dangau- dangau pada

Keramaianumum....-................,.....Q ............ Rp. 5¢0,-/ Hari
c. Pedagang hamparan yang menggunakah ,
Payung/ tenda ( dangai-dangau).............eevvvrnerennnnnnn, Rp.50" -/ Hari
d. Pedngnnghmnpmﬁnlailunya........;.............'.'......._ ....... Rp.50:i -/ Hari
BAB VI

TATA (".ARA PUNGUTANDAN SETORAN
| Pasal 10

1. Retrebusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang
- dipersamakan. R
2. Hasil pungutan restibusi scbagaimana yang dimaksud pasef 9 Peraturen Dact 1 ini di
setorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

BAB VI -
WILAYAH PEMUNGUTAN » 2
. Pasal 11
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Rokan Hulu,

BABVII®
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 12 o

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan scbagairnana
dimuksud Pasal 9 Peraturwn Daersh ini dilaksanakan oléh kantor pengelolasn pasar
dan kebersihan, ‘

, ) BAB ]X o
PENYIDIKAN

Pasal 13

'(1) Pejabat i"egav_vai ﬁeg‘i Sipil tertentu. di Linglauingan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus -scbagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dslom Undang — Undang Nomor 8

~Tahun 1981 tentang Hukwin Acara Pidana.
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(2) WeWenang Penyidik sébagainlana dimaksud pada ayat (1) adalah :

2 menerima, mencari, fniengumpulkmx dan meneliti keteranga: atau laporan
berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi dacrah dar ugar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. '

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai or:ug pribadi atau

badan - tentang  kebenaran - perbuatan yang dilalaukan sehubung: « dengan tindak

retribusi daerah tersebut.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari ofang pribadi atau | :dan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dokumen - dok.tnen lain serta

“melakukan penyitaan terhadap bahan buldi tersebut. .
e. 'Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pemb Juan, pencatatan

dan Dolumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhi-lap buhan bukti
tersebut, -

¥

f  meminta bantian tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tind % pidana dalam |

bidang retribusi daerah,

g menywuh berhenti daw/  atau , melarang seseorang meninggal: .n mangan atau
tempat pada soat pemeriksoan sedang berlangsung dan me: -riksa langsung

identitas dan memeriksa dan atan dokumen yang di bawa sebag mana dimaksud

huruf'c.
h. memotret seseorang aiau yang berkaitan dengan tindak pidana retrib..«i daerah.

i memanggil orang intuk didenger keterangan dan diprikva sebag i tersangka atan
saksi, '

J.  menghentikan penyidikan

k. miclnkukan tindakan Inin yang perln untuk kefancaran penyidikan tindaic pidana di
bidang retribusi tmenurut hak yang bertanggung jawab

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntit Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana. :

.

BABX

. KETENTUANPIDAMA

Pasal 14

thmlg; siapa yang melanggar kétentuan schagaimana y:mg diatur -~ dalam

Peraturaan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama — lamanya 6 ( enam )

- bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah .
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- paBx®
" KETENTUANPENUTUP

'Pasal15 -
Dengan- béx‘lakuhya pefamran Daerah ini, maka ketentuan ~ ketentuan yang me «gatur hal
yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi -
Pasal 16

Hal - hal ynng belum cukﬁpdinhxr dalam pemfﬁmn Daerah ini, sepanjang 1uengenai Teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah . '

‘Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai beﬂaku pada tanggal diundangkm.

Agar setiap orang dapat mengetahuinyti memerintashkan pengund:u-can Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeral Kabupaten Rokan Eulu,

_ Ditetapkan di  Pasir Peng wayan
o - PadaTenggal' 14 Januari 2002

BUPATIROKANHUJ 1
ttd

H RAMLANZAS, 851

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKANHULU
. .

X
L

ttd

. Drs. H SYARITUDDIN NASUTION, MM
. Poembina Utanx Mida Nip. 420003349

" LEMBARANDAERAH KABUPA’I’.EN ROKANHULUNOCMOR : 3
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